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3. bahwa untuk menindaklanjuti lzin Gubernur Sun:ratera Barat Nomror

{77/LA11/DPPKBKPS.,5/Xll/2017 Tanggal 29 Desembler 2AL7 tentang Pemanfaatan NlK,
KTP-el dan data Kependudukan atas $urat Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera
Barat Non'ror 8OO/532/BPHB-2AL7 Tanggal 20 Desemher ZALT perihal Permohonan lzin
Hak Akses dan Pemanfaatan NlK, Data Kependudukan & KTP-el.

dengan n'rernperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

L. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik tndonesia Tahun 20O6 IVomor L24,Tambahan Lembaran Negara Republllt
lndonesia Nomor 4674), sebagaimana telah oidnan dengan Undang-Undang f{omor 24
Tahun 20L3 (Lembaran Negara Republilr lndonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lel"nbaran Negara Republik tndonesla Nomor S47S);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan (Lembaran Nlegara Republi$r lndonesla
Tahun 2AO7 Nornor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia l\omor 4736)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Fiemerintah Nomor L02 Tahun 2OL2
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan !-ernbaran
Negara Repubtik lndonesia Nomor 8373);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 20Og tentang Penerapam Kartu Tanda penduduk
Berbasls Nomor lnduk Kependudukan Secara hlasional, sebagaimana telah diubatr
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor LLZ iahun 2013 (Lembaraur
Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nom or 257);

4. Feraturan Menteri Dalam lrlegeri Nomor 6x. Tahun 20LE tentang persyaratan, Ruan,g
Lingkup dan Tata Cara Pernberian Hak Akses serta Pemanfaatan lsomor lnduk
Kependudukan (NlK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda penduduk Elektronik;5' Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 51 Tahun 2oL7 tentang pernanfaatan Ddta
Kependudukan Tingkat provinsi Sumatera Barat;

!?RA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja sama tentang pemanfaatan Nomor lndulrKependudukan, Data Kependudukan- Din xrrt, runoi penououtt Elektronik;ril'l;fi;;
Lingkup Tugas Badan Fenghubung Provinsi sumateri eurat, oengin r<"iili;;; il;G;ffiffi-"

Pasal 1
Maksud dan Tu.luam

Maksud dan tujuan Ferjanjian Kerja sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peranF'ARA PIFIAK dalam pemanfaatan illonnor lnouk iepend-u-out<an, Data Kependudukan dan KartuTanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanj'ian Kerja sarna ini meliputi pernanfaatan :

?. Nomor lnduk Kependudukan (NlK);b. Data Kependudukan; danc. Kartu Tanda penduduk Elektronik (KTp-et).

Femanfaaran Normor.rngrr, K"fff6,1fr*r*, Dara Kependudur<an dan
Kartu Tanda penduduk Elektronik . -- -

Pemanfaatan NlK, Data Kependudukan dan KTp-er daram rangka mengefektifkan:
a' 

;:?[:H:sn, flffi| 
ounurima manfaat dengan menggunakan database kependudukan yang
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b.

(L)

Vatidas! dan veriflkasi dalam proses pelayanan dalam lin$kup layanan PIHAK KEDUA

dengan menggunakan NIK, Data Kependudukan dan KTP-et;dan

Perencanaan program kegiatan PIHAK KEDUA den$an men$$unakan data agregat
kependudukan;

Pasal 4
Kewajiban PARA PIHAK

PIFIAK KESATU mernpunyai kewajiban untuk:
a. memberikan hak akses secara terhatas data kependudukan kepada PIFIAK KEDUA

berupa nomor KK, NlK, nama tengkap,.lenis kelamin, ternpat lahir, tan$$al/bulan/tahun
lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, status huhungan dalam keluarga,
pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, I{lK ayah,
nama ayah dan alamat lrepada PIHAK KEDUA;

b. menyediakan jaringan komunikasi data untuk I (satu) titik jaringan berloasiskan Virtuat
Private Network (VPN) lP metraluifasllitasi dan koordinasidengan Dinas Komunikasi dan
lnformatika Provinsi $umatera Barat;

c. memberikan user lD kepada PIFIAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggung
jawab PIHAK KEDUA;

d. memberikan speslfikasi teknis perangkat pemhaca KTF-et sesuai ketentuan peraturan
peru ndang-undanglan; dan

e. memberikan bimbingan teknis dan penclampingan teknis inrplernentasi pemanfaatan
NlK, Data Kependudukan, dan KTp-elatas biaya PIFIAK KEDUA.

Pl!{AIt KEDUA rnempunyai kewajiban untuk:
a. mencantumkan N1K yan$ sudah dijamin ketunggalannya dalam ctokumen yang

diterbitkan PIHAK KEDUA;

(2)

b. rnemberikan hak akses secara terbatas data dari dokumen yang dihasilkan sebagai
databaIikan,gunamelen$kapidatabasekependudukanmilikpinamKESATU;

c. bertanggung.iawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses
dari PIFIAK KESATU;

d. memberikan layanan berbasiskan KTp-el;
e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTp-et, sesual dengan spesifikasi

yang diberikan. ptHAK KESATU beserta Kartu iecure access module;t' menyediakan dukungan anggaran untulr petalrsanaan 
- 

oimungan teknis danpendampingan teknis implementasi pemanfaatan NllK, Eata Kependu,cl-ukan, dan Kflp-el;g' membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-eI melatui media cetak dan/atau elektronik;
dan

h' menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannyapenyimpanan data kependudukan yang tetah diakses oaii prnnlt irsnru walaupu6jangka waktu perjanjian Kerja samaJni terarr berakhir.

H,k fi;mF,**
(1) P!$|AK KESATU mempunyai hak untuk: .

a. mengawasi petaksanaan kewajiban pIHAK KEDUA.
b' mendapatkan data balikan atas data ;;;;;rffiunnru retah diberikan ptHAK KEsATUherdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, guna melengkapi datahase t<epenoudukan; danc' mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterirna dandiakses prHAK KEDUA, waraupun'6;i;; ;aiiu per.Janjian Kerja sama ini terahberakhir.

(2) Plf{AK KEDUA mempunyaihak untuk
a' mendapatkan hak akses secara terhatas data kependudukan berupa nomor KK, NlK,nama len$kap, jenis kelamin, tempat lrlrir, tanggal//dlanztalrun iri;i;;agam a/kepercayaa n, status perkawinan, utiiri n uo u nga n dalarn ket uarga, pendidika n

3





(L)

(2)

Pasal At
t'. ---- 

-Lain-lain

Dalam hat diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja
Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas peretujuan PARA PIFIAK.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ,yui (f) Oituangt<an dalam Adendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pblaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Tenis.

Fasal 12
Fenutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ctibubuhi
rnaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setetah ditandatangani PARA
PIHAK.

PIFIAK KESATU
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